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Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus 

merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional 

tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. 

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut 

diselenggarakanlah upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian 

pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk 

diantaranya pembangunan kesehatan.1 Kesehatan merupakan 

hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak 

mendapatkan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam 

implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai 

kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.2  

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan 

untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. Selaian itu, 

 

1 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

2 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

PENDAHULUAN 
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A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Pengertian Perlindungan menurut Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan 

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang 

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik 

sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.16 

Sedangkan pengertian perlindungan yang tertuang 

dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan 

yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau 

aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik 

fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari 

ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak 

manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang 

pengadilan.17 

Hukum menurut J.C.T Simorangkir, S.H dan 

Woerjono Sastropranoto, S.H adalah ´Peraturan-peraturan 

 

16 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

17 Pasal 1 angka 1 PP Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara 
Perlindungan Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia Yang Berat. 

PERLINDUNGAN 

HUKUM PESERTA 

PROGRAM BPJS 
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A. Standart Pelayanan Kesehatan yang Diberikan  

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya 

kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk 

upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan 

masyarakat. Salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan 

yang dimaksud dalam hal ini mencakup pelayan kesehatan. 

Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. 

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus 

memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial 

budaya, moral, dan etika profesi.51 Peningkatan dan 

pengembangan upaya kesehatan dilakukan berdasarkan 

pengkajian dan penelitian. Sedangkan ketentuan mengenai 

peningkatan dan pengembangan upaya kesehatan 

dilaksanakan melalui kerja sama antar pemerintah dan antar 

lintas sektor.52 

  

 

51 Notoadmodjo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, Penerbit Rineka 
Cipta, Jakarta 2010, halaman 62.  

52 Ibid.  

PELAKSANAAN PEMBERIAN 

BADAN PENYELENGGARA 

JAMINAN SOSIAL 
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A. Hambatan Internal 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan, berupa 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan 

kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah. Namun dalam 

penerapannya memiliki hambatan. Dimana hambatan ini 

terbagi dua yaitu : hambatan internal dan hambatan 

eksternal.  

Hambatan internal meliputi : 

1. Pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat yaitu : 

a. Sampai saat ini kepesertaan sasaran program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya 

peserta bantuan iuran belum terselesaikan secara 

tuntas, sehingga berdampak pada penataan subsistem 

pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Data 

kepesertaan yang belum selesai menyebabkan 

pengguna pelayanan kesehatan adalah peserta yang 

kurang berhak. 

HAMBATAN DAN SOLUSI 

DALAM PENERAPAN PROGRAM 

BADAN PENYELENGGARAAN 

JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
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Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, peserta BPJS 

Kesehatan yaitu Peserta penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan yaitu orang yang tergolong fakir miskin dan orang 

tidak mampu. Peserta bukan penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan juga terdiri dari pekerja bukan Penerima Upah ( 

Pekerja di Luar hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri dan 

Pekerja Lain yang memenuhi Kriteria Pekerja Bukan Penerima 

Upah). Untuk bukan pekerja yaitu Investor, Pemberi Kerja, 

Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, Bukan 

Pekerja yang tidak termasuk di atas dan yang mampu 

membayar iuran. Bagi peserta penerima upah dan pekerja 

bukan penerima upah yang telah membayar  iuran 

termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling 

singkat 6 (enam) bulan. Peserta bukan penerima bantuan iuran 

jaminan kesehatan dapat mengikutsertakan  anggota keluarga 

yang lain. 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional : Kepesertaan Jaminan 

Sosial bersifat wajib. Dan menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Kepesertaan Jaminan 

Kesehatan bersifat wajib mencakup seluruh Penduduk 

Indonesia.  

PENUTUP 
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